
,

BUPATI MUSI RAUIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMORT TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MIMMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUNGAI BUNUT

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMIIT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAV/AS,

Menimbang : bahwa untuk m€laksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan l,ayanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Stsrdar

Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Sungai Bunut Kabupaten Musi Rawas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentuka-n Daerah Tingkat lI dan Kotaprsja Di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1E21);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembsran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberaPa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

tentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Iayanan Umum Daerah (B€rita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Perabeotukan dan Susunan Perangkat Daerah

I(abupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah

I(abupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEII'TANG STANDAR PErAYANAN

3.

4.

MIMMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT XESEHATAN MASYARATAT SUNGAI BUNTIT

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da.lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ikbupaten adalah Kabupatcn Musi Rawas.

2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat

daerah eebagai unsur pcnyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adals]r Bupa.ti Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Muai Rawaa-

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

dieebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit IGrja pada Satuan Kerja Peranglet Daerah

di t ingkungan Pemerintah Ibbupaten Musi Ras,as

yang dibentuk untuk membcrikan pcl,ayanan kepa.da

E asyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang diiualkan mengutamakan mencari keuntungan,

dan dafam melakukan kegiatan nya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas.

I
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6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnJra

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelol,aan keuangan

yang memberikan lleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan pra.ldek-praktek bisnis yang sehat

untuk meningkatlan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

menccrdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan daerah pada

umumnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut

Puekesmas 'dqhh Pusat Kesehatan Masyarakat

Sungai Bunut yang merupakan sarana pelayanan

kesehatan fungsional dan merupakan Unit Kerja

Penngkat Daerah yang menangani uruBan kesehatarr

dsiam rangka memberikan pelayanan Becara

menyeluruh dan terpadu kepada maEyarakat.

8. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah

penya&it, mendiagnosa dan mengobati penyskit,

merrantau perkembangan penyakit, mencegah

kecacatan, dan merehabilitasi kesehataa pasien.

9. Pelayanan kesehatarr dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkr.mjung ke Puskcsmas,

Puskesmas Rawat Inap, Puakeamas Fembantu, dan

Puskesmas Keliling Pos Kesehatan Desa (PKD), PuBat

Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangl€
pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai

dengan pemberian obat p€r oral dengan atau tanpa

obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat insp.

10. Pelayanan tindakan khusua adalah pel,ayanan tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Ra$,at Inap, Puskeamas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang telah

-l "'i
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memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakit

nya memerlukan tindaka! khusus atau tindakan

lanjutan pengobatan.

11. Pelayanan rawat inap adsloh pelayanan kepada pa.eien

untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medic atau kesehatan lain nya dengan

menempati tempat tidur Pusk6mas Rawat Inap.

12. Felayanan gawat darurat adalah pelayanaa kesehatan

tingkat lsnjutan yang harus diberikan scccpat nya

untuk mencegah dan/ atau menanggulangi resiko

kematisJr atau cacaL

13. Standar Pel,ayanan Minimal yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesifkasi teknis tentang

tolak ukur layanan minfunaf yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

14. Jenis peLayanan adalah jenis-jenia pclayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepada rnaqrarakat.

15. Mutu pelayanan kesehatal adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat keaempumaen pclayanan

kceehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuaean pada masyaraLat serta pihak lain, tata
penyelenggaraaa nya sesuai standar yang telah

ditetapkan.

16. Defnisi operasional adalah uraian yang .ti"rtaksudl<an

untuk menjclaskan pcngertian dari indicator upaya

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat.

17. Sumber data adalah sumber ba.Lannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan.

la. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

dbingkat UKP adalah upaya kes€hatal yang bertujuan

untuk menyembuhkan pcnyakit dan memulihkan

kesehatan perseorangan dan keluarga.

FArur &ooRli.ti.l sI



19. Upaya Kesehatan Masysrakat yang s€lenjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatkan keEehatan dan

menccgah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

20. Upaya penydiaan data kesehatan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh petugas pengelol,a data untuk
melakuksn pengumpulan data, pengolahan dan

analisis data haeil kegiatan upaya kesehatan

perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan

pembedayaan masyarakat yang berhrjuan untuk
mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang

mcmpengaruhinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasaf 2

(1) Standsr Pelayaran Minimal dimaksudkan untuk
memhri panduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

penggndalian, Irngawasan dan pertangunglawaban

penyelengaraan SPM pada Puskesmas.

(2) Standar Felayanan Minimal ini bcrtujuan untuk
meningkatl<an dan menjamin muhr pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PEL{YANAN, INDIKATOR, STANDAR ML{I,
BATAS IIIAI(IU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PEI.AYANAN MIMMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pela5ranan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

ke8ehatan dengan mengutamakan pencegahan (prewn$),

penyernbuhan (turatifl, pem:.nibat (tehabilitAifl yer4
dilpksanakan sccara terpadu dengan upaya peningkatan

(prot totifl *rta\rp€ye. rujukan.



Bagian lcdua
Jenis Pelayanan, Indikator, Stsndar Nilai, dan Batas

Waktu Pencapaian

Pasal 4

(1) Jenis pclayanan untuk Puske$nas, meliputi :

a. Upaya Kesehatan Perscorangan, meliputi :

1) Pelayanan Gawat Darurat;

2) Pelayanan Rawat Jalan;

3) Pelayanan Rawat Inap;

4) Persalinan;

5) Pelayanan Laboratorium Sederhana;

6) Pel,ayanan Farmasi;

7) Pelayanan Gizi;

8) Pelayanan Rekam Medik;

9) Fengelolaan Limbah;

10) Administrasi dan Manajemen;

11) Pelayanan Ambulan ;

12) Pemeliharaan;

l3) Pencegahan dan Fengendalia4 dan

14) Pel,ayanan Keamanan;

b. Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi :

U Felayanan lcsehatan Ibu Hamil;

2l Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin;

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Laht;
4) Felayanan Keschatan Balita;

5) Pelayanan Kesehaten Pada Usia Pendidikan

Dasar;

6) Peliayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia knjuq
8) Pelayanan Keschatan Penderita tlipertensi;

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletu8;

1o)Felayanan Keschatan Oraag dengan Gangguan

Jiwa Betra.t;

1l) Pel,ayanan Kesehatan Omng dcngan Tts; dan
f2) Pelayanan l(eschatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV-

t11
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(2) Indikator, standar nilai, batas waktu pcncapaian pada

setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan

perseorangan pada Puskesmas tercsntum dal,am

Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(31 Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada

jenis pelayanan untuk upa.ya kesehatan masyarakat

pada Puske8mas, tercantum dalsm kmpiran II

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) PuEkcsma8 yang mcncrapkan PPK BLUD wajib

melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM daLam

Pcraturan Bupati ini.

(2) IGpala Puskesrnas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertangung jawab dalam penyelenggaraan

pelayanan yang di pimpinnya 8€suai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan yang sesuai dengan SPM

dilakukan oleh tenaga dengan kualifkasi dan

kompeteDsi yang sesuai dengan ketentuan lrcraturan
perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

pasal 6

(1) Icpala Puskesmas 5mng mcnerapkan PPK BLUD

menyusun r€ncana kerja dan anggaran, target, serta

upaya. dan pelaksanaan peningkatan Eutu pelayanan

tahrman Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebageimana dimskBud

pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format

Rencana Bisnis dan enggaran.



(3) Setiap pelaksanaan petrayanan, dan penyelenggaraan

pcl,ayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan

dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

(f) Fembinaan tcknis PuBkeBEas yang menerapkan PPK

BLt D dila.kukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Fembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan

PPK BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan

(PP!(D)

(3) Pembinarn sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a. pcrhitungan sumber daya dsn dana yang

dibunrhkan untuk mencapai SPM;

b.1rcn1msunan rencana pencapaian SPM dan

penetapan target tahunan pcncapaian SPM;

c. penilaian prretasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan pr€stasi kerja pencapaian SPM;

e. penJrusunan peraturan perundang-undangan untuk
implementasi PPK BLUD pada Puskesmas yang

bersangkutan;

f. Penyusrrnan Rencana Bisnis dan Angaran;
g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporaa keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

(1) Pengav/aBa! dilakukan oleh Perangkat Daerah

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

il. 8
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(21

(3)

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

oleh pengawas internal.

Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat

l2l, dilaksanal(an oleh intemal auditor yang

berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas

sesuai dengarr ketentuan peratufan perundang-

r:ndangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omact tahunan

menurut laporan operasional atau nil,ai aset menurut
neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk
dewan pengawas.

(2) Junlah anggota dewan pengawas sebagairlena

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3
(tiga) orang atau 5 [ima) orang dan seorang di

antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai

ketua dewan pengawas.

(3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(f), dan jurnlah anggota dewan pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), mengikuti perahran yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati
atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1) Dcwan pengawas bcrtugas melakukan pcmbinaan dan

FEngawasan terhadap pengelolaar BLUD y*E
dilakukaa oleh peiabat pencelola sesuai dengan

ketenh,ra n fieratr rral lrtr rttcl a:te-r r nrl a:tea.n

' . . 'cLn jir,-f,1 
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(21 Dewan p€ngawas berkewajiban:

a. memberikal pendapat dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLLrD dan

memberikan pendapat serta saran kcpada Bupati

mengenai sctiap masalah yang dianggap penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pcngelola

dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik

kcuangan rnaupun non keuangan, serta

memberikan saran dan catatarr-catatan Penting
untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;

dan

f. memonitor tindak lanjut haeil evaluasi dan

penil,aian kinerja.

Dewan p€ngawae melaporkan pelaksanaan tugasnya

sehgaimans dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

secara bcrkala paling sedikit 1 (satu) kali dal,am satu

tahun dan sewakhr-waldrl apabila dipcrlukan.

Pa8al I 1

Anggota dewan p€ngawaa dapat terdiri dari uneur-

unsur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kcgiatan BLUD.

Pengangkatan anggota dewan p€ngawas tidak

bcrcamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat

pengelola BLUD;

(3)

(1)

l2l
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(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memaha:rri masalah-

masalah yang berkait€n denga[ kegiatan BLUD,

serta dapat menyetliakaq qrsktu yang cukup untuk
mclaksanal€n tugasnya;

b. mampu mel,aksanakan perbuatan hukum dan

tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak

pernah menjadi anggota direksi atau komisaris,

atau dewart pengawas yang dinyatakan beroafah

sehingga menyebabkan suatu badan usaha

pailit atau orang yang tidak pemah melakukan

tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajcmen

keuangan, sumbcr daya manusia dan mempunyai

komitmen terhadap pcningkatal kualitas
pelayanan publik.

Pasal 12

Masa jabatan a-nggota dewan pengawaa dit€tapkan

selama 5 (Iima) tahun, dan dapat diangkat kembali

untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum

wakhrnya oleh Bupa.ti.

Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum

walrtunya sebagaimana dirnekssd pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksarakan tugasnlra dengan baik;

b. tidak melaksanatan ketentuan perundang-

undangan;

c, terlibat dalam tindakan yanS merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersafahkan melakuken

tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan

dengan tugasnya melaksanakan pengewasan atas

BLUD.

(1)

(2t

(3)

k



Pasal 13

(1) Bupati dapat mengsngkat selcetaris dewan pengawas

untuk mendukung keliancaran tugas dewan pengawas.

(2) Sckretaris dewan pcr,gawas scbagaimana dimaksud

pada ayat (U, bukan merupakan aaggota dewan

pengawas.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

hl8as dewan penga\pas dan sekretaris dewan pengawas

dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tsnggal

diundangkan.

AgaI Betiap orang mengetahuinya mcmcrintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatsnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

DitetaDkal di Muara Beliti
pada tansgal 6 kPlauter zo:F

RAWAS,

A\IIAN

Diundangkan di Muara Bcliti
pada tanggal ( tqlork 2otg
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,
PARAF troC:iilliASi

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.7./

P- .\r rt ,i .. \-s,

xrarormullp-7.
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